
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR IS TAHUN 2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2009 
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Mengingat 

BUPATT JEPARA, 

a bawe guna menijamin ketersediw in pupuk sesuai indicator 
tepat jurlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat 
mutu dan tepat sast ran seta membantu petani dalt m 
meningiat.an produtifirtasny, perlu mengalok.ask.an 
pupuk dan menetaplan Marga Eceran Tertinggi (HET) 
pupuke bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten 
Jepara 

b batrwa berdasaran Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eoeran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubidi Untuk Seltor Pertanian 
di Provinsi Jarwa Tengah Tahun Anggaran 2010, 
sebagairana dliubah dengan Peraturan Gubernur Jarwa 

Tengan Nomor 71 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Persturan Gubernur Jews Tengah Nomnor 76 Tahun 2009 
tentang Mokasi den Harga Eoeran Tertinggi (HE T) Pupuk 
Berubsidi Untuk Su i tor  Pertanien Di Provinsi Jarwa 
Tengah Tahun Anggaran 2010, perlu meninjau lemnball 

Peraturan Bupati Jepara Nomo 48 Tahun 2009 tentang 
Aloisi den Marga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubidi Untuk Seltor Pertanian Di Kabupu ten Jepara 
Tahun Anggaran 2010 

c batwa berda kan pertimbangan sebagaimnana dirnalsud 
huruf a  dan  huruf  b, perlu menetaplan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupat Jepera Nomot 
48 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran 
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
Di Kabupaten  Jepara Tahun Anggaran 2010 

' 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang 
Pembertukan Da rah-da rah Kabupaten Dala rn  
Lingiungan  Propinsi  Jawa  Tengah 

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistern 
Budidarya Tanaman (Lembaran Negara Republikx ldon i 
Tahun 1992 Nomnor 46, Tambahan Lemnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821) 



3 Undang-Und4 ng Nomnor 8 Tahun 1999 tentag 
Peridungan Konsurnen (Lerbaran Negara Fepubl 
Indonesia Tahun 1999 Nomnor 42, Tambahan Lemnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821) 

4. Undang-Undang Nomnor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Persturan Perundang-undan (Lembaran 
Negara Republk idon ia Tahun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomo 
4389), 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara PRepublik 
indon e Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indon esia  Nomor 4437) sebagaimnana 
telah beberape kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang erubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Republ 
lndone " Tahun 2008 Nomnor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4844) 

6. Udang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Permnenintah Pusat dan 
Pemnenin ta h  Daerah (Lembaran Negara Republik indone ea 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ne gara  
Republk indone "  Nomnor 4438) 

};ow omor 32 Tahon 20o9 eats 
Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Midup 
(Lembaran Negara Re pu blik  indon i Tahun 2009 Monnot 

140, Tambahan Lembaran Negara FRepublik indor 
Nomor 5059), 

8 Peraturan Pernenintah Nomnor 8 Tahun 1995 Perimnbang4 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Permenintaan 
D¥ mah (Lembaran Negara Republik Tahun 1995 Noor 6 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indon Nornor 
3586) 

9 Peraturan Pererintah Nomnor 38 Tahun 2007 tentag 
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pernenntah 
Pemenintahan Daerah Provinsi Dan Pernenn han Du eat 
Kabupaten/Kota  (Lernbaran  Negara Republk lndor 
Tahun 2007 Nomnor 82, Tanbahan Lemnban Ne gara  

Republk indone ia Nomor 4737) 

10.Persturan Pernerintah Nomo 7 Tahon 2008 tenta ng 

Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Ne gara  
Re pu blik  Indonesia Tatun 2008 Noor 20, Tanbahan 
Lembaran Negara Republik indone Nomnor 4816) 

1 f Kepu tu san  Men teni  Pertaoian  Nono 429Kpts/Ur/9/1973 
tentang Syarat Pembungusan Pemberian Label P tr da 

12.Keputusan Menteni Pertanian Noor 
536KptsTP 270/7/1985 tentang Pengawasan Pe ti da,  

13.Keputusan Me to n  Pertanian Noor 
949Kpt/TP 270/12/1998 tentang Pe tr de Terbeatas 

14.Peraturan Me te ni  Perdagangan Po publk  indon st Nomot 
21/4-DAG/PER/6/20 tentang Pengade Dan 
Penyaluran Pupuk  Bersubeidi Untuk  Se lto r  Pertanian  
sebagaimana  telah  diubah dengan Peraturan M en te r  



Perdagangan Republik Indonesia Nomor 074 

DAGER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturar 
Menteni Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/62008 
tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubs 

Untuk Seitor Pertanian 

1 5. Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 

50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan Dan 
Marga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk 

Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, 

16.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 
tentang AMokasi dan Marga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa 
Tengan Tahun Anggaran 2010 (Benita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2009 Nomnor 76), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
7f Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang 
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di provinsi Jarwa 

Tengah Tahun Anggaran 2010 (Benita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 71); 

17Peraturan Bupti Jepera Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Alokasi dan Marga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Seltor Pertanian Di Kabupaten Jepara 
Tahun Anggaran 2010 (Benita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2009 Nomor 302) 

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATUAN BUPATT JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2009 
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI 
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010 

Pasal l 

Mengubah letentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomo 48 Tahun 
2009 tentang AMokasi dan Marga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian Di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Benita Deerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nornor 302) sehingga Pasal 8 Berbunyi su bagai  
benikut: 

Pasal 8 

(1) Perryalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sersua large 
Eceran Tertinggi (HET). 

(2) Harga Eoeran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimnana dimnaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

• 

a. Pupuk Urea 

b. Pupuk ZA 

c. Pupuk SP-36 

d. Pupuk NPK Phonska (1515:15) 

e. Pupuk NPK Pelangi (20.10-10) 

f. Pupuk Organik 

= Rp 1.600,- per kg; 

Ro. 1.400,- per kg; 

= Rp. 2.000,- per kg; 

= Rp. 2300,- per kg: 

R9.2300,- per kg 

= Ro. 700,-per kg 



Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada 
dalam kemasan 50 kg 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani 
, peternak, permbudidarya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV 

a tunai 

Pasal ll 

Peraturan Bupati irni mulai berleku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Bupat 
ini dengan penempatannya dalamn Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal 

1 
HENDRO MARTOJO 

• 

Diundangkan di Jepara 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BERITA DAE RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 



Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada 
dalam kemasan 50 kg 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani 
, peternak, permbudidarya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV 

a tunai 

Pasal ll 

Peraturan Bupati irni mulai berleku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Bupat 
ini dengan penempatannya dalamn Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal 

1 
HENDRO MARTOJO 

• 

Diundangkan di Jepara 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BERITA DAE RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 


